
ABSTRAK PERATURAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – TAHUN ANGGARAN 2020 – KERTAS KORAN  

2020 

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.010/2020 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1006) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS 
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KERTAS KORAN DAN/ATAU KERTAS MAJALAH YANG DITANGGUNG 
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk upaya penanggulangan dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) terhadap produktivitas media massa cetak, Pemerintah perlu memberikan 
dukungan keringanan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, 
maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai 
atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung 
Pemerintah Tahun Anggaran 2020. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN No.51 Tahun 1983, TLN No.3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 
2009 No.150, TLN No.5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) 
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN 
N0.4661), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 39 Tahun 2008 
(LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN 
No.6516), Perpres 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94) sebagaimana telah diubah 
dengan Perpres 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No.176) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 17/PMK.010/2020 (BN Tahun 
2020 No.238), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 
2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      PPN yang terutang atas: impor kertas koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan Pers 
baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor; dan/atau penyerahan kertas koran 
dan/atau kertas majalah kepada perusahaan Pers, ditanggung oleh Pemerintah untuk 
Tahun Anggaran 2020. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak 
dapat menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika 
diperoleh data/informasi yang menunjukkan: a.Wajib Pajak tidak berhak memperoleh 
fasilitas PPN ditanggung pemerintah; b. objek yang diserahkan atau yang diimpor bukan 
merupakan kertas koran dan/atau kertas majalah yang diberikan fasilitas berdasarkan 
Peraturan Menteri ini; dan/atau c. kertas koran dan/atau kertas majalah yang diberikan 
fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dipergunakan untuk pembuatan koran 
dan/atau majalah. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 8 September 2020. 

 


